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GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR s:l TAHUN 2OL6

TF]NTAN(J

SA'I'UAN 'TU(JAS SAPU T]F]ItSIII PUNGUTAN LIAR
I)I t'tIOVINSI NUSA TtrNGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

a. lltilrr,,,,rr prttl<tik pt-tngt-itan liar telah merusak sendi
l<:hirlu[)irn llr:r'nrasvzrrakat, berbetngsa datr bernegara
st'hirrggir pcrlu Lrpa.ya pemberantasan secara tegas,
It'r'1)irrlrr, t'li:l<til, t:lisicn clan nlanlpLt rnenimbulkan efek
.jt'r'it:

b. lrahuir rlakln-t rangl<a tnt:uiudaklanjuti Peraturan Presiden
Nornor'87 Tiihuur 2016 lentang Safuan Tugas Sapu Bersih
l)ungrrtrin l,iar, cialam pernberantasan pungutan liar,
pt:rlu rnernbentul< Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan
Liar rli Provrnsi Nusa Tenggara Trmur;

c. bahizu,a berciasarkan pertirnbangzrn sebagaimana
<1imal<surl clalam hurui' a clan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Satuan 'lugas Sapu Bersih
Pungutan Liar di Provinsi Nusa Tenggara Tirnur;

1 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
t6a9\;

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara ltepublik Indonesia Nomor 5679lr;

3 Pcrat umn Prcsiden Nomclr 87 Tahun 2016 tentang
SalLrirn '1'ugas Sapu Bersih Pungutar-r Liar (Lembaran
Ncgtrra lQepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2O\; l,



MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS SAPU

tsERSIFI PUNGUTAN LIAR DI PROVINSI NUSA TENGGARA
.I'IMUIT.

Pasal 1

(1) Dengan Pcraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Tugas Sapu ' Bersih
pu69r-rtan Liar cli Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut

' Satgas Saber Pr-rngli.

()l Sartgas Sarbcr Pgngli seltngairnana rlimaksud pada ayat (1) berkedudukan di
bawah dan berttrllggutlg .iit.'vab kepzrcl:r. Gubernur'

Pasal 2

Satgas Saber pungli nlelltpLlll\,ai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan

liar secara t:li:l<1il: rlar-r ,,fi*i.,n den[an rnengoptima-lkan pemanfaatan personil,

s2tuan l<eri2, tlrtt't Silrilna prasarana yang berada di instansi
Kenrenlcrianf Lcnlbagir rli l)irerilh clan Pemerintahan Daerah'

Pasell 3

Dalalr nrelal<sapakap llgas sr:lragaitnerna climaksud dalarn Pasal 2, Satgas Saber

Purrgli nreuyclct-tggtrrttl<tlrl l'tt ngsi :

a. intt:lijt:n;

b. 1te ttcegahatl;

c. pcniu<iakau; rla.rtr

ri. .yustisi.

Pasal :l

Dalam rnelaksanakan tugas clan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

danPasal3,SatgasSaberPunglimelnpunyaiwewenang:
a. membangun sistem penceSahan dan pemberantasan pungutan liar;

b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari instansi dan pihak lain

yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;

c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi

pemberantasan Pungutan liar;

d. melakukan operasi tangkap tangan;

e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi Kementerian/Lembaga

di daerah serta Gubernu. ,rtrk memberikan sanksi kepada pelaku pungli

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksalaan tugas unit
pemberantasan pungli di seiiap instansi Kementerian/Lembaga di Daerah

dan Pemerintahan Daerah; dan

g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan lia-r'

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas :

l. Ciubernur N'l'f ; Pengarah

2. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara ; Pengarah
Tirnur

Il'



3. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT
4. Komandan Korem 16llWirasakti Kupang
5. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut

Wilayah VII Kupang
6. Komandan Pangkalan TNI

Udara El Tari Kupang
7. Kepala Racleut Intclijen Daerah

NTT
8. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur
9. Sel<retaris Dacrah Provinsi NT'l
8. Ir-rspel<tur Pengawas Daerah (lrwasda)

Polcla NTT
10. Inspektur Provinsi NTT
1 1. Asisten Pengawasan (Aswas) Kejaksaan

'l'inggi N'l"l'
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda
['rovinsi N'l"l'
Inspel<tur l')iclang Pernbinaan Itwasda
[']olda N'l'T
I\omatl(littr l)r:t-lpom lX/ 1 Kupang
Ktrsi Ops l{t:tl Pacla Korem 16l I
Wirasal<ti liultang
Karbi<-ll<tr rn l'olcla N'1"['

Kacliv l)t'lttyanrtn I-lukum pzrda

Ketrcnlct'ilttt IIul<urtn <liln I-IAM NTT

Kcpaia Ornllu<lstttttn l'ctvakilun N'l"l'

Ke pakl. Srltuiitr I'>olisi Pamong Praja
I'>rovinsi N'l"l'

Angkatan

(Kabinda)

Pengarah
Pengarah
Pengarah

Pengarah

Pengarah i

Penanggungiawab I
Penanggungjawab II
Ketua

Wakil Ketua I
Wakil Ketua II

Sekretaris I

Sekretaris II

Anggota
Anggota

Anggota
Anggota

Anggota
Anggota

t2.

13.

14.
15.

16
17

18.
19.

20. Kepala l'-lKi) l'r'<lvirlsi N'l"i'

21. Kepala Kesbangpol Provinsi NT'I'

2'2. Kcpala Biro I{r-ikurn Setda Provinsi NTT

'23. Sel<retaris Inspektorat Provinsi NTT

: Anggota
: Anggota
: Anggota
: Anggota

(2)

(3)

Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, dibentuk Tim Pelaksana

ya11g tercliri atas l<elompok ahli dan kelompok kerja'

Susurran Orgalisasi Tirn pelaksana sebagaimana clirnaksud pada ayat (21

terdiri atas :

1. Dire-k-trrr I^n-telk^am- Polda NTT

2. Direktur Binmas Polda NTT

'. Ket-rra Kelomlpok
Intelijen

: Ketua KelomPok
Pencegahan

3. Direktur Reskrimum Polda NTT : Ketua Kelompok
Penindakan

4. Direktur Reskrimsus Polda NTT : Ketua Kelompok
Justisi

5. Staf Ahii Gubernur NTT Bidang : Kelompok Ahli
Politik, Hukum dan
Pemerintahan

6. Dekan Fakultas
Undana KuPang

Hukum : KelomPok Ahli

Kerja Bidan^g

Kerja Bidang

Kerja Bidang

Kerja Bidang

7. Dekan Fakultas Hukum Unwira :

KuPang
L

Kelompok Ahli



8. Dekan Fakultas Hukum UKAW
Kupang

9. Kepala Bidpropam Polda NTT
10. Inspektur Pembantu pada

Inspektorat Prov NTT
1 1. Kabid Disiplin dan Kesra pada

BKD Prov N'lT
12. Kabag Bantuan Hukum pada

Biro I-Ir-rkum Selcla Prov N'lT
13. Unsur Intell<arrn Pol<ia NTT
11. Unsur Binntas I,olcia NTT
15. Unsur Resl<rimunr Pcllcla NTT
16. Unsur I3idpropanr Polda NTT

17. Unsur Anwas Ke..laksaan Tinggi
N'.rl

18. Unsur Aspiclu rn Kejaksaan
'l'ingi4i N'l"l'

19. Unsur Aspidsr-rs Kejaksaan
'lirrggi N'l"l

20. Unsur l)cnporn IX/ 1 Kupang
21. Unsur Kon'nr 161 / Wirasakti

Iitr ltitl'tg
'2'2. Unsur I)trr-rgl<alan 'l'NI Angkatan

U<lirra Iil l'itri Ktrlxlng
23. Unsur I'}irngl<irlan 'l'NI Angl<atan

[,ttt-tt Wilit)/ah VII Kupang
'24. Unsur Ir-rspr:klorat l)rov N'l'I'
'25. U nsr-u' Sat LrlUt l,Olisi Parr-nor-rg

I)rajtr I)r'ov N'l"l'
26. Unsur hc:sbirngltcll Prov N'['T

Kelompok Ahli

Sekretaris 1

Sekretaris 2

Sekretaris 3

Sekretaris 4

Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota
Anggota

Anggota

Anggota

Anggota
Ar-rggota

Ar-rggota

(.1) I)alam [)elaksanaan l ugasnya, Satgas Saber pungli dibantu oleh Tim
Sel<retariat yang tnetnpunyai tugas memberikan dukungan teknis dan
acltrir-tistrasi.

(5) Susunern Organisasi 'l'ir-n Sekretar^iat
terdiri atas :

1. Kasurbag Umum dan
Kepegawaian pada inspel<torat
Prov NTT

2. Kasubbag Program, Data datr
Evaluasi pada Inspektorat prov
NTT

3. Kasubag Renmin Itwasda polda
NTT

4. Kasubag Bantuan dan
Perlindungan Hukum pada
Biro Hukum Setda Prov NTT

sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

: Anggota

: Anggota

: Anggota

: Anggota

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dipimpin oleh Sekretaris
Satgas Saber Pungli dan berkedudukan di Inspektorat Provinsi Nff.

Pasai 7

Penanggungiawab Satgas Saber Pungli sebagaimana dimalcsud dalam pasal S ayat(i) n-relaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Gubernur paiing
sedikit 1 (satu) l<ali setizrp 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktujika diperlukan. ,[



'.1

(1)

(2)

(1)

t2t

Pasal 8

Ketua dan Wakil Ketua Satgas Saber Pungli sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim
Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dalam
pelaksanaan operasi tangkap tangan.

Ketua dan Wakil Ketua Satgas Saber Pungli dan Tim Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas
kepada Penanggungiawab Satgas Saber Pungli secara be{'enjang.

Pasal 9

Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik
secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non
elektronik.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukar
dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/ atau
bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undalgan.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas satgas Saber Pungli
aifi'efantan paaa lnggaran masing-masing Instansi Kementerian/ Lembaga di
Daerah dan DPA SKPD terkait Satgas Saber Pungli'

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal gS naresnbt 20t6

Diundangkaa di KuPang
pada tanggal 93 Nq€a1}t!.

, SEKREL ppovtttsr ttul ARA TIMUR, 
1

Vpnetslsxus saLEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

20t6

IGUBERNUR 

NUSA TENGGAT ''':*,

ARIS D


